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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor ketenagakerjaan dan keteransmigrasian. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 11 Tahun 2016, tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB. Dimana Disnakertrans NTB 

merupakan Dinas Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Dimana Kepala 

Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat Bidang Teknis yaitu Bidang Pelatihan Dan 

Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, 

bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, demi menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara 

langsung Bidang-bidang Teknis tersebut dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis mengingat 

luas daerah provinsi NTB dan tingginya kompleksitas beban kinerja SKPD. Ada beberapa 

UPTD yang dibawahi oleh Disnakertrans NTB antara lain UPTD Balai Latihan Kerja 

Dalam dan Luar Negeri, LTSP, UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok, dan UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.  

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam mengelola secara berkesinambungan terhadap iklim ketenagakerjaan dan 

pemerataan pembangunan antar wilayah, akan mendorong laju pembangunan daerah.  

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman 

penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Perubahan Tahun 2019–2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 serta 

sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun mendatang.  

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengomunikasikan 
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pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Akuntabilitas 

bertujuan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas 

dan efektifitas program serta dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena 

itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja 

pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

1.2. Gambaran Umum Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang cukup untuk mendorong laju pembangunan daerah. Wilayahnya terdiri atas 

380 pulau; diantaranya terdapat dua pulau besar yaitu Sumbawa dan Lombok. dan pulau-

pulau kecil yang membentang antara 115º46'- 119º5' Bujur Timur dan 8º10' - 9º5' Lintang 

Selatan dengan luas daratan 20.153.15 km persegi dan luas laut 29.159.04 km persegi serta 

panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Luas daratan Pulau Lombok 4.738,70 km persegi 

(22,78 %), sedangkan Pulau Sumbawa luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22 %). 

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB tahun 2019, penduduk Provinsi Nusa Tenggara 

Barat berjumlah 5.070.385 jiwa, terdiri atas 2.461.652 jiwa laki-laki dan 2.608.733 jiwa 

perempuan. Jumlah penduduk Pulau Sumbawa sebesar 1.520.173 jiwa, sedangkan Pulau 

Lombok berjumlah 3.550.212 jiwa. 

1.2.1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan 

Permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan adalah peningkatan pengangguran 

terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak.  Berdasarkan data BPS Prov. 

NTB Tahun 2019, jumlah pengangguran di NTB sebanyak 84.520 orang dengan Jumlah 

angkatan kerja pada 2019 sebanyak 2.471.550 orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 

2.387.040 orang. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – 

betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak 

memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara 

optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.  

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan 

sebagai upaya mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya 

kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga 

kerja sektor formal dan sektor informal. Ada beberapa program prioritas yang dilakukan 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB untuk mendukung hal ini diantaranya 
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adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan 

dan perluasan kesempatan kerja, dan progam pengembangan kawasan transmigrasi.  

Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai dengan pasar kerja. Hanya saja 

jumlah kapasitas dan jenis pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat terbatas. Hal ini tentu 

menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat terserap oleh dunia usaha. Selain itu 

pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas sehingga angkatan kerja 

kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja mereka sendiri dan orang 

lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya lulusan pelatihan yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

seharusnya dapat terserap oleh pasar kerja. Namun, pada realitanya penempatan yang 

dilakukan tidak memprioritaskan lulusan pelatihan walaupun lulusan tersebut 

berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya koordinasi tingkat bidang atau program 

yang menyebabkan kurang validnya database pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala akibat dari kebijakan 

masing-masing negara tujuan demi menghalangi penyebaran COVID 19. Demikian halnya 

dengan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana masih banyak terkendala 

dengan isu pembebasan lahan. 

1.2.2 Kondisi Hubungan Industrial 

Kondusifitas iklim usaha perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan 

industrial yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan 

iklim investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun pada kenyataanya, masih banyak 

terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi terlihat dari jumlah kasus 

hubungan industrial yang didaftarkan. Dalam penangan kasus-kasus hubungan industrial 

ini diperlukan penyelesaian secara bipartite yang dapat dilakukan oleh fungsional mediator 

baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja 

dapat ditekan. 

Begitu halnya dengan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja para buruh 

juga harus diperhatikan. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui fungsional 

Pengawas Ketenagakerjaan harus memastikan hak-hak normatif dan K3 di tempat kerja 

terpenuhi. Permasalahan yang timbul adalah secara kuantitas jumlah pengawas maupun 

mediator belum mampu mengimbangi atau mengawasi sekian banyak perusahaan yang 

tersebar di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Oleh karena itu sistem pengawasan 
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maupun mediasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan kepada perusahaan 

yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan stakeholder terkait terutama serikat 

buruh/pekerja 

1.2.3 Kondisi Ketransmigrasian 

Program transmigrasi merupakan salah satu contoh program nasional yang sukses 

dalam mencapai tujuan nasional diantaranya antara lain pemerataan jumlah penduduk, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan persatuan Indonesia. Disamping itu program 

transmigrasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalu 

pembukaan lapangan kerja baru umumnya pada sektor informal. 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan program transmigrasi 

ada beberapa diantaranya adalah sengketa lahan dan lokasi yang dinilai kurang layak 

untuk dihuni. Sarana dan prasarana juga dinilai masih sangat kurang seperti sarana air 

bersih dan lain-lain.  

Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB selama lima tahun 

terakhir, baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi adalah 490 KK atau 2.121 jiwa, 

dengan sebaran penempatan di dalam provinsi yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; sedangkan di luar Provinsi NTB yaitu ke 

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi 

Sumatera Selatan. Sedangkan program pembinaan kepada warga transmigrasi 

dilaksanakan melalui berbagai bimbingan teknis di bidang ekonomi pertanian. 

Program pembangunan permukiman transmigrasi baru di Prov. NTB belum bisa 

terlaksana; hal ini disebabkan karena harus memenuhi persyaratan clear and clean, yaitu 

jelas lokasi, batas dan luasnya; bersih dari persoalan adminstrasi pertanahan maupun 

okupasi oleh pihak lain. 

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi 

Aspek strategis dari luas daratan dan sebaran penduduk di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat berbanding terbalik; yang menggambarkan pula pemanfaatan berbagai potensi 

maupun permasalahan yang muncul berkaitan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, 

kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antarwilayah, 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia. 

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dikelola dari aspek ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian melalui penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas 
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tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan 

pengawasan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta unit-unit pelaksana teknis dinas. 

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam mengelola secara berkesinambungan terhadap iklim ketenagakerjaan dan 

pemerataan pembangunan antar wilayah, turut mendorong laju pembangunan daerah. 

1.4. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber daya Manusia 

1.4.1. Tugas  

Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di Disnakertrans Prov. NTB adalah 

sebagai berikut:  

I. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

pembinaan administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam 

rangka penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. 

 Sub Bagian Program 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan; 

d. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan; 

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; 

g. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 

h. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

i. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

j. penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT); 

k. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; 

l. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

a. m.penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); 

m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 
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n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas layanan; 

o. penyusunan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP); 

p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik 

secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

q. menyusun LPPD dan LKPJ; 

r. menyusun profil ketenagakerjaan dan profil UPT Bina; 

s. menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi RPJMD, 

laporan Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi publik (DIP); 

t. menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD); 

u. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 Sub Bagian Keuangan 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan 

keuangan;  

d. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan 

kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;  

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran 

belanja Dinas;  

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan 

perbendaharaan;  

g. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak 

lanjut;  

h. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  

i. melaksanakan penatausahaan keuangan;  

j. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;  

k. melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah; 

l. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
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a. m.menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; 

m. menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; 

n. menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; 

o. menerima, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan daerah; 

p. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 Sub Bagian Umum 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  

d. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;  

e. melaksanakan administrasi kepegawaian;  

f. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;  

g. melaksanakan urusan rumah tangga;  

h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;  

i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

II. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan 

informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan 

terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan 

pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi tepatguna dan 

perluasan kesempatan kerja sektor informal 

 Seksi Informasi Pasar Kerja 

a. melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota;  

b. melakukan analis jabatan;  

c. melakukan kegiatan pamewran bursa kerja (Job fair);  

d. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan 

Pembinaan Tenaga Kerja Asing;  
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b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja;  

d. membuat MOU peluang kerja dalam dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD dan 

AKAN);  

e. melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja Khusus 

(AKSUS / Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);  

f. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS 

maupun PPTKIS);  

g. melakukan pelayanan perpanjangan izin operasional terhadap (LPTKS/PPTKIS);  

h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja;  

i. melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)  

j. melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);  

k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapakan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan 

kesempatan kerja;  

d. melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;  

e. mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif dan 

padat karya infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)  

f. melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan kesempatan 

kerja (bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan padat karya dan 

pemandu lapangan terapan TTG);  

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

III. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun 

perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan 

kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja 
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 Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan 

Kelembagaan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan 

pelatihan, akreditasi dan sarana prasarana;  

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan, 

kelembagaan pelatihan dan sarana prasarana;  

e. melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;  

f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 Seksi Pemagangan 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;  

d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;  

e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;  

f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas Tenaga Kerja;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja;  

d. menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan 

peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, 

sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  
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IV.   Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

mempunyai tugas penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan 

indutrial, pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, 

jaminan sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial 

(kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial). 

 Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan 

Kerjasama Hubungan Industrial;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat kerja, 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Pembinaan 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Apindo, serta 

sosialisasi hubungan industrial, dan hubungan kerja;  

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan, serta 

ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURSING);  

e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di 

perusahaan dan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh;  

f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial di 

perusahaan; 

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan. 

 Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah 

minimum dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;  

d. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah minimum;  

e. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);  
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f. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur dan 

skala upah;  

g. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakaan kerja, 

kematian, hari tua, dan pensiun);  

h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan Kabupaten/Kota 

se NTB;  

i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.  

 Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial   

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan 

penyelesaian perselihan hubungan industrial;  

d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselihan hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;  

e. melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan 

industrial;  

f. melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

di perusahaan;  

g. melaksanakan mediasi penyelesaian perselihan hubungan industrial;  

h. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselihan hubungan industrial terkait 

persidangan kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri 

setempat;  

i. melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase hubungan 

industrial, dan kordinasi dengan pihak kepolisian;  

j. menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh dan lock 

out;  

k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.  
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V.    Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan 

norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan 

 Seksi Norma Ketenagakerjaan 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan 

pemeriksaan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, 

norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja anak;  

d. menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi koordinasi 

pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan kerja, norma 

jaminan sosial tenaga kerja, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja 

perempuan, norma kerja anak; 

e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan hubungan 

kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan, norma kerja 

anak, norma pelatihan, dan norma penempatan; 

f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

 Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana 

tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, 

kesehatan kerja dan lingkungan kerja;  

d. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian sarana 

keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana 

tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, 

kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;  
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e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma keselamatan dan 

kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, 

konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan 

kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;  

f. memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja 

dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, 

instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan 

kerja; 

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

 Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan 

Penegakan Hukum;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan 

ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan hukum 

ketenagakerjaan;  

d. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan;  

e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan 

pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum;  

f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja dengan 

korwas, dan lembaga lain terkait;  

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

h. melaksanakan tugas lain yang di perintah pimpinan.  

VI. Bidang Ketransmigrasian 

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas Fasilitasi dan penyusunan rencana 

teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan 

permukiman, perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi 

 Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan 

Pembinaan Permukiman Transmigrasi;  
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b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman 

transmigrasi;  

d. melakukan fasilitasi identfikasi calon areal permukiman transmigrasi;  

e. melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman 

transmigrasi;  

f. melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman transmigrasi;  

g. fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha, 

pengukuran dan pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas dengan 

kawasan hutan, pengurusan dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL dan sertifikat 

hak milik transmigran;  

h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan Penempatan 

Transmigrasi;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

c. melaksanakan sosialisasi program transmigrasi;  

d. melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi;  

e. melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran;  

f. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;  

g. melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian;  

h. melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU);  

i. menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran;  

j. melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP);  

k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi ;  

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  
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c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya,     

mental spritual dan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi 

(IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS);  

d. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan; 

e. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sosial 

budaya, mental spritual dan ekonomi; 

f. melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi                                

paket A (T + 1), fasilitasi bantuan saprotan; 

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

VII. UPTD BLKDLN NTB 

UPTD BLKDLN NTB mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana 

program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan 

pelaporan pada Balai Pelatihan Kerja.  

 Sub Bagian Tata Usaha 

a. Menyusun rencana program langkah-langkah operasional kegiatan ketatausahaan. 

b. Memproses surat masuk dan keluar dan mendokumentasikan. 

c. Menyiapkan bahan konsep program dan koordinasi pelatihan kerja. 

d. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha. 

e. Menyiapkan bahan dan proses urusan kepegawaian. 

f. Menyiapkan bahan dan proses perlengkapan kantor. 

g. Menyiapkan bahan dan konsep inventarisasi dan pemeliharaan barang. 

h. Menyiapkan bahan dan konsep administrasi keuangan DPA. 

i. Memeriksa dan meneliti SPJ serta kelengkapannya. 

j. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas. 

k. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan BLK. 

 Seksi Penyelenggara Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri 

a. Menyiapkan rencana program kegiatan pelatihan kerja. 

b. Merencanakan uji kompetensi melalui   sertifikasi. 

c. Menyelenggarakan pengembangan program pelatihan kerja. 

d. Menyusun kurikulum, silabus dan modul pelatihan kerja. 

e. Melaksanakan rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja. 

f. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan kerja. 

g. Menyelenggarakan pelatihan kerja . 
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h. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. 

 Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri 

a. Penyusunan rencana/program pemantauan hasil pelatihan kerja. 

b. Penyusunan rencana koordinasi dengan dunia kerja untuk OJT dan penempatan. 

c. Penyusunan identifikasi tempat-tempat OJT. 

d. Penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan kerja. 

e. Penyusunan masalah hasil pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja. 

f. Penyusunan data penempatan lulusan pelatihan kerja. 

g. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja. 

VIII. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok mempunyai tugas Menyusun 

bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, 

penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau 

Lombok. 

 Subbag Tata Usaha 

a. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan 

perencanaan 

b. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian 

c. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumah tangga data 

perlengkapan 

d. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, surat 

dll 

e. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi 

f. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD Pengawas 

Ketenagakerjaan dan  K3 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

 Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 

a. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma 

ketenagakerjaan dan penegakan hukum; 

b. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap 

pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan 
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upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga 

kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan 

waktu istirahat 

c. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan 

dalam upaya penegakan hukum; 

d. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 

e. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan 

bidang norma ketenagakerjaan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

 Seksi Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

berupa program kegiatan 

c. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja 

d. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja 

e. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

f. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

g. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

h. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan 

lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan kebijakan di 

bidang K3 

i. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3. 

j. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3 

k. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang K3 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan 
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IX. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa mempunyai fungsi Menyusun 

bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, 

penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau 

Sumbawa.  

 Subbag Tata Usaha 

a. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan 

perencanaan 

b. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian 

c. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data 

perlengkapan 

d. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, surat 

dll 

e. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi 

f. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD Pengawas 

Ketenagakerjaan dan  K3 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

 Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 

a. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma 

ketenagakerjaan dan penegakan hukum; 

b. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap 

pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan 

upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga 

kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan 

waktu istirahat 

c. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan 

dalam upaya penegakan hukum; 

d. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 

e. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan 

bidang norma ketenagakerjaan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
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 Seksi Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

berupa program kegiatan 

c. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja 

d. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja 

e. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

f. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

g. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

h. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan 

lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan kebijakan di 

bidang K3 

i. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3. 

j. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3 

k. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang K3 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan 

1.4.2. Tugas  

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 

Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit 

Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut : 
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a. Kepala Dinas;  

 perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  

 pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian;  

 pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  

 perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala 

UPTD;  

 menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan  

 melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan 

yang berlaku.  

b. Sekretariat 

 membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi; 

 membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD 

dalam penyusunan penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ kerja, 

pengendalian dan pengawasan. 

 menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan 

pelaporan; 

 pengelolaan urusan keuangan; 

 pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan 

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

 pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja; 

 penempatan dan perlindungan tenaga kerja;  

 pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja;  

 pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;  

 pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat karya, 

teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan  

 pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan 

dan Perluasan Kerja.  



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Disnakertrans 2020 

 21 
 

d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja  

 pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja ; 

 pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;  

 pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;  

 pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;  

 pembinaan Pemagangan tenaga kerja;  

 pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan. 

 pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas. 

e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

 perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan 

pembinaan syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan 

kerjasama hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja, serta 

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitas 

kesejahteraan pekerja dan purna kerja ; 

 pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja 

dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan;  

 pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan upah 

minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja; 

 pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan 

 monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  

 perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan 

pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan 

 pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan 

kesehatan kerja di perusahaan; 

 pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan; 

 pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan 

dan norma K3; dan 
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 pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 

g. Bidang Ketransmigrasian 

 melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian ; 

 penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis, 

penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan; 

 penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perpindahan 

dan penempatan; 

 penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi 

pengembangan kawasan transmigrasi; dan 

 penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kerja bidang Ketransmigrasian. 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas : 

1) Balai Latihan Kerja; 

 Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja 

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama 

pelatihan. 

 Penyusunan penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.  

 Penyusunan penyelenggaraan program pelatihan kerja dan uji keterampilan/  

kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. 

 Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil TNA (Training Need Analysis). 

 Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. 

 Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja. 

 Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan. 

2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok;  

 Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan 

pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3 

 Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian norma kerja dan K3 di perusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3 

 Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

 Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja 

dan Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3 
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 Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, 

serta pengujian dan pelatihan K3 

3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.  

 Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan 

pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3 

 Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3 

 Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

 Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja 

dan Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3 

 Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, 

serta pengujian dan pelatihan K3 
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1.4.3. Struktur Organisasi 
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1.4.4. Sumber Daya Manusia 

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

NTB didukung oleh 189 orang aparatur yang terdiri atas laki – laki 128 orang dan 

perempuan 61 orang. Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dapat dilihat pada rincian berikut : 

Tingkat Pendidikan 

 S – 3  : 1 orang 

 S – 2  : 18 orang 

 S – 1  : 101 orang 

 D – IV  : 1   orang 

 D – III  : 11   orang 

 D – II  : - orang 

 D – I  : - orang 

 SLTA / Sederajat : 47 orang 

 SLTP / Sederajat : 9   orang 

 SD / Sederajat : 1 orang 

Pendidikan Penjenjangan 

 Diklatpim II : 1 orang 

 Diklatpim III : 10   orang 

 Diklatpim IV : 30 orang 

 Belum Diklatpim : 149 orang 

 

Kepangkatan dan Golongan 

 Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 orang 

 Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang 

 Pembina Tingkat I ( IV/b ) : 8 orang 

 Pembina ( IV/a ) : 23   orang 

 Penata Tingkat I ( III / d ) : 43 orang 

 Penata ( III / c )  : 24  orang 

 Penata Muda Tingkat I ( III / b ) : 22 orang 

 Penata Muda ( III / a ) : 18 orang 

 Pengatur Tingkat I ( II / d ) : 5 orang 
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 Pengatur ( II / c ) : 25 orang 

 Pengatur Muda Tingkat I ( II / b ) : 6 orang 

 Pengatur Muda ( II / a ) : 5 orang 

 Juru Tingkat I ( I / d ) : 1 orang 

 Juru ( I / c ) : 5 orang 

 Juru Muda Tingkat I ( I / b ) : 1 orang 

 Juru Muda ( I / a ) : - orang 

Esselonisasi 

 Esselon II a :   1   orang 

 Esselon III a : 10 orang 

 Esselon IV a : 29 orang 

 Non eselon : 149 orang 

Agama 

 Islam  : 164 orang 

 Hindu  : 21 orang 

 Budha  : - orang 

 Kristen Protestan : 2 orang 

 Kristen Katholik : 2 orang 

Jabatan Struktural dan Fungsional 

 Struktural : 40 orang 

 Fungsional : 45 orang 

 Staff  : 104 orang 

 

Umur 

 20 – 30   : 3   orang 

 31 – 40   : 57 orang 

 41 – 50   : 56 orang 

 51 – 60   : 73 orang 

 

 

1.4.5. Sumber Daya Modal 
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Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat 

diperlukan adanya dukungan sumber daya modal yang memadai disamping dukungan 

sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sumber daya modal yang dimiliki 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain : 

Tabel 1.1. 

Daftar Sumber Daya Modal 
 

No 

 

Jenis Barang 
Kondisi  

Jumlah 
B RR RB 

1 2 3 4 5 6 

1 Tanah 4 - - 11.036 M² 

2 Gedung 32 - - 32 unit 

3 Mess 8 - - 8 unit 

4 Kendaraan Roda 4 4 7 - 11 unit 

5 Kendaraan Roda 2 35 - 11 46 unit 

6 Mesin Ketik 15 2 2 19 unit 

7 Komputer 66 4 6 76 unit 

8 Printer 43 4 7 54 unit 

9 Modem Intertnet - - - - unit 

10 LCD 2 - - 2 unit 

11 Lap Top 32 - - 32  unit 

12 Stavol 21 - - 21 unit 

13 UPS 4 - - 4 unit 

14 Power Suply 6 - - 6 unit 

15 Loud Speaker sound system 4 9 7 20 unit 

16 Lemari besi - 10 23 33 unit 

17 Filling besi/metal 2 16 40 58 unit 

18 Lemari kayu 65 11 29 105 unit 

19 Rak kayu 15 - - 15 unit 

20 Lemari arsip 13 - - 13 unit 

21 Brankas 6 10 1 17 unit 

22 Filling kayu 40 - - 40 unit 

23 Meja Biro 78 - 24 102 unit 

23 Meja kayu 10 - 6 16 unit 

24 Permadani / gorden 2 - - 2 buah 

25 Meja Ketik - 2 15 17 unit 
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No 

 

Jenis Barang 
Kondisi  

Jumlah 
B RR RB 

26 Meja Rapat 20 - - 20 unit 

27 Meja Komputer 14 - 11 25 unit 

28 Kursi Putar 23 - 4 27 unit 

29 Kursi Biasa 128 - - 128 unit 

30 Buffet kayu 1 - - 1 unit 

31 Kursi Tangan 60 - - 60 unit 

32 Kursi Besi 51 3 104 158 unit 

33 Kursi Lipat 299 - - 299 unit 

34 Kursi Tamu 5 - 20 25 unit 

35 Kipas Angin 26 1 - 27unit 

36 Wirless 3 1 13 17 unit 

37 Televisi 8 - 1 9 unit 

38 White Board - 3 24 27 buah 

39 Papan Visual 9 1 - 10 buah 

40 Peta 11 1 - 12 buah 

41 Jam Dinding - 28 - 28 buah 

42 AC 60 8 22 90 unit 

43 Dispencer 5 - - 5 buah 

44 Kulkas 3 - 2 5 unit 

45 Alat las listrik - 1 - 1 unit 

46 Camera Video  - 5 - 5 unit 

47 Handycam - 4 - 4 unit 

48 Kamera  4 6 4 14 unit 

49 Faximile 1 - 6 7 unit 

50 Interphone 9 - - 9 unit 

51 Mic 10 1 - 11 buah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Perencanaan 

Dalam menghadapi dinamika berbagai aspek kehidupan, terutama aspek 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan juga sebagai implementasi dari penyelenggaraan 

otonomi daerah maka secara sistematis penyusunan perencanaan strategis berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, 

dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “ Membangun Nusa Tenggara 

Barat yang GEMILANG “. 

Visi pembangunan tersebut terletak pada kata kunci, yaitu GEMILANG, merupakan 

singkatan dari Growth, Enviroment, Manpower, Industrialization, Law Enforcement, 

Administration Reform, Networking dan Governance. 

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

menetapkan 6 ( enam ) misi yaitu : 

 Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan 

pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah; 

 Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi; 

 Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sebagai pondasi daya saing daerah; 

 Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan yang berkelanjutan; 

 Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, 

pariwisata dan industrialisasi; 

 Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang 

beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan; 

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang 

menangani urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, dengan misi-misi 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan satu misi saja yaitu : 
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Misi 5 :  NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu 

pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non 

pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian. 

 

Untuk mendukung pelaksanaan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tersebut, terutama urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan; Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :  

 

2.1.1. Tujuan 

 Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Tercapainya Penurunan 

Pengangguran Terbuka dengan indikator persentase penurunan pengangguran terbuka. 

Persentase pengangguran terbuka dapat diketahui melalui perbandingan : Jumlah 

Pengangguran Terbuka dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 100 persen 

 

2.1.2. Sasaran 

a. Meningkatnya Kesempatan Kesempatan Kerja Masyarakat.  

Angka penurunan atau peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat diketahui 

melalui perhitungan: Jumlah Penyerapan tenaga kerja formal ditambah jumlah 

penyerapan tenaga kerja informal dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 

100 %. 

b. Menjaga Hubungan Industrial dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dengan 

indikator Persentase angka perselisihan atau kasus Hubungan Industrial antara 

Pekerja dan Pemberi kerja yang didaftarkan. 

Angka penurunan atau peningkatan angka perselihan hubungan industrial : Jumlah 

kasus HI pada tahun n (tahun terlapor) dikurangi jumlah kasus didaftarkan pada 

tahun baseline (2019) dibagi jumlah kasus pada tahun baseline (2019) dikali 100%. 
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  Tabel 2.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

No Tujuan Sasaran Indikator 

Tujuan/ 

Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

Pada Tahun Ke- Formulasi 

2019 2020 2021 2022 2023  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Tercapai

-nya 

Penurun

an 

Pengang

-guran 

Terbuka 

  Persentase 

penurunan 

tingkat 

pengang-

guran 

terbuka 

3,42 3,35 3,30 3,19 3,17 

∑
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 

𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎

∑
𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 

𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑥 100 % 

    Meningkat

nya 

Kesem-

patan 

Kerja 

Masya-

rakat 

Persentase 

penyerapan 

tenaga kerja 

formal dan 

informal 

96,58 96,60 96,62 96,64 96,6

6 
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑇. 𝐾 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

+ ∑
𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑇. 𝐾

 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

∑ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑥 100 % 

 

    Menurunn

ya 

perselisi-

han 

Hubungan 

Industrial 

demi iklim 

ketenaga-

kerjaan 

yang 

harmonis 

Persentase 

penurunan 

angka 

perselisi-

han atau 

kasus 

Hubungan 

Industrial 

yang 

didaftarkan 

90,00 85,00 80,00 75,00 70,0

0 

∑ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼 (𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛)

∑
𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼 

(𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒, 2019)

𝑥 100 % 
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2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Dalam rangka membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan 

dan dekonsentrasi. maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat tugas 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yaitu peningkatan 

kesejahteraan melalui program peningkatan pendapatan masyarakat di bidang 

ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja utama :  

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat 

2. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang 

harmonis 

Tabel 2.2 . 

Indikator Kinerja Utama Dalam RPJMD 

No 
Indikator Sat Kondisi 

Awal 

RPJMD 

Tahun Kondisi 

Akhir 

RPJMD   2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Persentase 

penyerapan 

tenaga kerja 

formal dan 

informal 

% 96,58 96,58 96,60 96,62 96,64 96,66 

 

96,66 

 

2 

Persentase 

penurunan 

angka 

perselisihan 

atau kasus 

Hubungan 

Industrial yang 

didaftarkan 

% 90,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 

 

70,00 

 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara 

Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB  dengan 

sararan, indikator dan target sebagai berikut : 

Tabel 2.3. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

 

1 Meningkatnya Kesempatan 

Kerja Masyarakat 

Persentase penyerapan tenaga kerja 

formal dan informal 

96,60 % 
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2 Menurunnya Perselisihan HI 

demi Iklim Ketenagakerjaan 

yang Harmonis 

Persentase penurunan angka 

perselisihan atau kasus Hubungan 

Industrial yang didaftarkan 

85,00 % 

 

Adapun program nasional yang dijadikan sebagai program utama ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian adalah : 

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; 

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja; 

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 

5. Program Penempatan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 

Program tersebut dilaksanakan dan dirinci pula oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi program-program sebagai berikut:  

 

Program Rutin : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan 

Program Prioritas 

 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  

 Kegiatan Penanganan PMI Bermasalah  

 Kegiatan Layanan Terpadu Satu Pintu 

 Kegiatan Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing 

 Kegiatan Informasi Pasar Kerja (Job Fair) (DBHCHT) 

 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 

 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  

 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan 

 Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri 

 Desiminasi Asean Skill Competition (ASC) 
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 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja UPTD Balai 

Latihan Kerja 

 Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari 

Kerja 

 Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja  

 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

 Program Perlindungan dan Pengembangan  Lembaga Ketenagakerjaan 

 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektrifitas Lembaga Kerjasama 

(LKS Tripartit) 

 Kegiatan Pemberdayaan Ketenagakerjaan pada Peringatan Hari Buruh Internasional 

 Kegiatan Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah 

 Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 

Perusahaan 

 Program Pengawasan Ketenagakerjaan  

 Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan 

 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di 

Tempat Kerja 

 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja [K3] di Perusahaan 

 Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaaan tempat Penampungan CPMI 

 Temu Teknis Konsultasi Penegakan Hukum 

 Program Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan 

Pulau Lombok 

 Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 

 Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan 

 Pemeriksaan CPMI ke Tempat Penampungan 

 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Pulau Lombok 

 Program Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan 

Pulau Sumbawa 

 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja 
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 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) 

 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Pulau Sumbawa 

 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 

 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Pulau Sumbawa 

 Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi  

 Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, SK HPL dan izin prinsip pelepasan kawasan 

hutan (IPPKH) Naskah Kerjasama Antara Daerah (KSAD) dan Pemindahan Catrans 

 Naskah Kerjasama Antara Daerah (KSAD) dan Pemindahan Catrans 

 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina 

Bagian dari perjanjian kinerja Tahun 2020 mencakup sasaran dan indikator kinerja dan 

program yang dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan UPTD sebagaimana yang 

ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan 2020; sebagaimana terlihat pada matriks berikut :  

 

Tabel 2.4. 

Program dan Indikator Kinerja Tahun 2020 

No Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan 

1 Meningkatnya 

kesempatan 

penempatan kerja 

Besaran pencari 

kerja yang terdaftar 

yang ditempatkan  

91% Program Perluasan 

dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja 

1.1  Terlaksananya 

Penanganan PMI 

Bermasalah 

Besaran jumlah PMI 

bermasalah yang 

tertangani 

2.200 

Orang Kegiatan Penanganan 

PMI Bermasalah 

1.2  Terlaksananya 

Operasional Layanan 

Terpadu Satu Pintu 

(LTSP) 

Jumlah CPMI yang 

dilayani 

20.000 

Orang Kegiatan Layanan 

Terpadu Satu Pintu 

(LTSP) 

1.3  Terlaksananya 

Pelayanan Perizinan 

Tenaga Kerja Asing 

Jumlah Tenaga Kerja 

Asing yang 

mendapatkan 

pelayanan 

300 Orang Kegiatan Pelayanan 

Perizinan Tenaga 

Kerja Asing 

1.4  Terlaksananya Job Fair Jumlah Pencari Kerja 

terdaftar 

4000 

Orang 

Kegiatan Informasi 

Pasar Kerja (job fair) 

1.5  Terlaksananya 

Pemberdayaan Tenaga 

Jumlah Tenaga Kerja 

Mandiri yang dilatih 

160 Orang Kegiatan 

Pemberdayaan 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Disnakertrans 2020 

 

 37 
 

No Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan 

Kerja Mandiri Tenaga Kerja 

Mandiri 

 

2 Meningkatnya kualitas 

dan produktifitas 

tenaga kerja 

Besaran tenaga kerja 

yang mendapatkan 

pelatihan berbasis 

kompetensi  

86% Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

2.1 Terlaksananya 

Pemberdayaan Lembaga 

Pelatihan 

Jumlah Lembaga 

pelatihan yang 

diberdayakan 

50 

Lembaga 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Lembaga Pelatihan 

2.2 Meningkatnya Kapasitas 

Calon Tenaga Kerja ke 

Luar Negeri 

Jumlah Calon Tenaga 

Kerja Ke luar Negeri 

yang mendapatkan 

pelatihan 

30 Orang Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Calon 

Tenaga Kerja ke Luar 

Negeri 

2.3 Terlaksananya Akreditasi 

Lembaga Pelatihan 

Jumlah Lembaga 

Pelatihan yang 

diakreditasi 

20 

Lembaga 

Kegiatan Akreditasi 

Lembaga Pelatihan 

2.4 Terdokumentasinya 

Identifikasi Kebutuhan 

Pelatihan 

Jumlah Dokumen 

Kebutuhan Pelatihan 

1 

Dokumen 

Kegiatan Identifikasi 

Kebutuhan Pelatihan 

2.52 Terlaksananya 

Pengadaan Peralatan 

Pendidikan dan 

Keterampilan Pencari 

Kerja [BLK] 

Jenis Peralatan 

Pendidikan dan 

Keterampilan yang 

diadakan 

50 Jenis Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Pendidikan 

dan Keterampilan 

Pencari Kerja [BLK] 

 2.6 

 

Terlaksananya Pelatihan 

Kerja Berbasis Kopetensi 

bagi pencari kerja [BLK] 

Jumlah Pencari Kerja 

yang dilatih 

192 Orang Kegiatan Pelatihan 

Kerja Berbasis 

Kopetensi bagi 

pencari kerja [BLK] 

2.7 Terlaksananya 

Monitoring dan Evaluasi 

Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja [BLK] 

Jumlah peserta 

pelatihan yang di 

monitor dan evaluasi 

20 orang Kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi 

Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas 

Tenaga Kerja [BLK] 

3 Meningkatnya 

perlindungan 

ketenagakerjaan 

 

Besaran sengketa 

pengusaha-pekerja 

yang diselesaikan 

72% 

 

Program 

Perlindungan dan 

Pengembangan  

Lembaga 

Ketenagakerjaan 
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No Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan 

3.1 Terlaksananya 

Pengembangan 

Kelembagaan Kerjasama 

Tripartit pada Perusahaan 

Jumlah Lembaga yang 

melakukan Kerjasama 

tripartit 

10 

Lembaga 

Kegiatan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Kerjasama Tripartit 

pada Perusahaan 

3.2 Terlaksananya 

Pembedayaan 

Ketenagakerjaan pada 

Perigatan Hari Buruh 

Internasional 

Jumlah pekerja yang 

mengikuti kegiatan 

200 Orang Kegiatan 

Pembedayaan 

Ketenagakerjaan 

pada Perigatan Hari 

Buruh Internasional 

3.3 Terlaksananya Penetapan 

Upah Minimum Provinsi 

dan Kab/Kota oleh 

Dewan Pengupahan 

Daerah 

Jumlah Kab/Kota 

yang mengikuti 

10 

Kab/Kota 

Kegiatan Penetapan 

Upah Minimum 

Provinsi dan 

Kab/Kota oleh 

Dewan Pengupahan 

Daerah 

3.4 Terlaksananya 

Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja di 

Perusahaan 

Jumlah perusahaan 

yang dibina 

10 

Perusahaan 

Kegiatan Pembinaan 

Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja di 

Perusahaan 

3.5 Terlaksananya 

Pembinaan Lingkungan 

Sosial dan Pengujian 

Kesehatan Kerja 

[BPKPL] 

Jumlah pekerja yang 

diuji kesehatannya di 

pulau lombok 

300 Orang Kegiatan Pembinaan 

Lingkungan Sosial 

dan Pengujian 

Kesehatan Kerja 

[BPKPL] 

3.6 Terlaksananya 

Pembinaan Lingkungan 

Sosial dan Pengujian 

Kesehatan Kerja [ 

BPKPS] 

Jumlah pekerja yang 

diuji kesehatannya di 

pulau sumbawa 

100 orang Kegiatan Pembinaan 

Lingkungan Sosial 

dan Pengujian 

Kesehatan Kerja [ 

BPKPS] 

4 Meningkatnya 

pengawasan 

pelaksanaan norma dan 

penegakan hukum 

ketenagakerjaan 

Besaran 

pemeriksaan 

perusahaan 

100% Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

 Terlaksananya advokasi 

peningkatan pemahaman 

peraturan perundang-

undangan 

Jumlah perusahaan 

yang di advokasi 

10 

Perusahaan 

Kegiatan advokasi 

peningkatan 

pemahaman 

peraturan perundang-
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No Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan 

undangan 

 Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Norma Ketenagakerjaan 

di Tempat Kerja 

Jumlah perusahaan 

yang diawasi 

5 

Perusahaan 

Kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Ketenagakerjaan di 

Tempat Kerja 

 Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di 

Perusahaan 

Jumlah perusahaan 

yang diawasi K3 

5 

Perusahaan 

Kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

di Perusahaan 

 Terlaksananya Temu 

Teknis Konsultasi 

Penegakan Hukum 

Jumlah perusahaan 

yang konsultasi 

25 

Perusahaan 

Kegiatan Temu 

Teknis Konsultasi 

Penegakan Hukum 

 Terlaksananya 

peningkatan pengawasan 

dan pemeriksaan tempat 

penampuang Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia [BPKPL] 

Jumlah perjalanan 

dinas 

4 OT Kegiatan Peningkatan 

pengawasan dan 

pemeriksaan tempat 

penampuang Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia [BPKPL] 

 Terlaksananya Pendataan 

Obyek Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di 

Perusahaan [BPKPL] 

Jumlah perusahaan 

yang didata 

22 

Perusahaan 

Kegiatan Pendataan 

Obyek Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja 

di Perusahaan 

[BPKPL] 

 Terlaksananya 

Pengawasan dan 

Pemeriksaan Norma 

Kerja di Perusahaan 

[BPKPL] 

Jumlah perusahaan 

yang di periksa norma 

kerja di pulau lombok 

22 

Perusahaan 

Kegiatan Pengawasan 

dan Pemeriksaan 

Norma Kerja di 

Perusahaan [BPKPL] 

 Terlaksananya 

Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

[BPKPL] 

Jumlah perjalanan 10 OT Kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

[BPKPL] 

 Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Jumlah perusahaan 

yang di bina norma 

kerja di pulau 

20 

Perusahaan 

Kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 
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No Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan 

Norma Ketenagakerjaan 

di Tempat Kerja 

[BPKPS] 

sumbawa Ketenagakerjaan di 

Tempat Kerja 

[BPKPS] 

 Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

[BPKPS] 

Jumlah perusahaan 

yang dibina K3 di 

pulau sumbawa 

20 

Perusahaan 

Kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

[BPKPS] 

 Terlaksananya 

Pengawasan dan 

Pengujian Sarana 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di 

Perusahaan Pulau 

Sumbawa [BPKPS] 

Jumlah perusahaan 

yang diuji K3 pulau 

sumbawa 

20 

Perusahaan 

Kegiatan Pengawasan 

dan Pengujian Sarana 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

di Perusahaan Pulau 

Sumbawa [BPKPS] 

 Terlaksananya 

Pengawasan Pelaksanaan 

Norma Kerja di 

Perusahaan Pulau 

Sumbawa [BPKPS] 

Jumlah perusahaan 

yang diawasi di pulau 

sumbawa 

20 

Perusahaan 

Kegiatan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Kerja di Perusahaan 

Pulau Sumbawa 

[BPKPS] 

 Terlaksananya 

Penyidikan Tindak 

Pidana Ketenagakerjaan 

[BPKPS] 

Jumlah kasus 1 Kasus Kegiatan Penyidikan 

Tindak Pidana 

Ketenagakerjaan 

[BPKPS] 

 Terlaksananya 

Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

[BPKPS] 

Jumlah Perjalanan 1 OT Kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

[BPKPS] 

5 Meningkatnya 

penempatan 

transmigran 

Cakupan 

penempatan 

transmigrant 

85% Program 

Penempatan dan 

Pengembangan 

Wilayah 

Transmigrasi 

 Terlaksananya 

Optimalisasi Pertanahan 

Transmigrasi, Izin 

Prinsip Pelepasan 

Jumlah Dokumen 1 

Dokumen 

Kegiatan 

Optimalisasi 

Pertanahan 

Transmigrasi, Izin 
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No Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan 

Kawasan Hutan (IPPKH) 

dan Pengurusan 

Penertiban SK HPL 

Prinsip Pelepasan 

Kawasan Hutan 

(IPPKH) dan 

Pengurusan 

Penertiban SK HPL 

 Terlaksananya 

Penyusunan Naskah 

Kerjasama Antar Daerah 

(KSAD) dan Pemindahan 

Catrans 

Jumlah Dokumen 1 

Dokumen 

Kegiatan Penyusunan 

Naskah Kerjasama 

Antar Daerah 

(KSAD) dan 

Pemindahan Catrans 

 Terlaksananya 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di UPT 

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

60 Orang Kegiatan 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di UPT 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat maka pada tahun 2020 ditetapkan sasaran, program dan 

kegiatan beserta indikator-indikatornya.  

Berdasarkan Revisi Rencana Strategi Disnakertrans Prov NTB Tahun 2020, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan memiliki tujuan 

perangkat daerah yaitu Menurunnya Pengangguran Terbuka, dengan indikator 

Persentase Tingkat Penggangguran Terbuka.  

Sesuai juga dengan dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023, Indikator Kinerja 

Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

adalah Menurunnya Pengangguran Terbuka yang diikhtiarkan semakin menurun, melalui 

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja,  perlindungan 

ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan transmigran Pada tahun 

2020, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat adalah 3,35 

persen, tetapi realisasinya sebesar 4,22 persen. 

 

Grafik 3.1 

Target dan Realisasi TPT Dalam RPJMD 2019-2023 (%) 

 
Dari grafik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat dapat 

dilihat secara parsial mengalami peningkatan melalui perbandingan antara target dan 

realisasi dalam tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1.  

2019 2020 2021 2022 2023

Target 3,39 3,35 3,30 3,19 3,17

Realisasi 3,42 4,22

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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Perbandingan Target dan Realisasi Tujuan Disnakertrans Prov NTB 

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 (%) 

Tujuan Indikator Target Realisasi Capaian 

Menurunnya 

Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

3,35 4,22 125,97 % 

 

Tabel 3.1 di atas menggambarkan bahwa keadaan pengangguran terbuka di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam tahun 2020 tidak sesuai dengan target, yaitu mengalami 

kenaikan sebesar 125,97 persen. 

Kenaikan ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2019, jika dilihat perbandingan 

Tingkat Pengangguran Terbuka antara tahun 2019 dengan tahun 2020, keadaan 

pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan, Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2.  

Perbandingan Target [T] dan Realisasi [R] Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tahun 2019 dan Tahun 2020 (%) 

Sasaran Indikator 2019 2020 

 

 

Menurunnya 

Pengangguran 

Terbuka 

 

 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

 

T R Capaia

n 

T R Capaia

n 

 

3,39 

 

3,42 

 

0,03 

 

3,35 

 

4,22 

 

0,87 

 

Pada tahun 2019, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 3,42 persen, dan 

pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat  menjadi 4,22 persen. Dari data 

tersebut diketahui bahwa persentase peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

sebesar 0,8 poin. 

Pada tabel 3.3 berikut, terlihat trend fluktuasi kenaikan dan penurunan Angka 

Pengangguran Terbuka. 

 

Tabel 3.3.  
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Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka s.d. 2019 dan Target s.d. 

2023 (%) 

Sasaran Indikator Realisasi  Target s.d. 

tahun 2023 

Capaian 

dibanding 

tahun 

sebelumnya 

Menurunnya 

Pengangguran 

Terbuka 

 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

2015=5,69    

2016=3,94 -1,75 

2017=3,32 -0,62 

2018=3,72 +0,4 

2019=3,42 -0,3 

2020=4,22 +0,8 

 2021=3,30  

2022=3,19  

2023=3,17  

 

Tabel 3.3 di atas menunjukkan Realisasi TPT pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan 0,8 point dibanding tahun 2019. Selama tahun 2015-2020 realisasi TPT 

mengalami fluktuasi. 

Akibat pandemi covid-19 berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi di semua 

sector, sebagian besar kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 

2020 tidak bisa dilaksanakan akibat refocusing anggaran.   

 

A. Perbandingan Target – Realisasi Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi  NTB Tahun 2020 

Terkait dengan pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

transmigrasi. Ada dua sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menurunkan pengangguran 

terbuka di NTB, yaitu: 

a) Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat  

b) Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang 

harmonis 

Adapun capaian kinerja jika melihat dari target sasaran strategis disnakertrans NTB tahun 

2020 dapat dilihat pada table berikut. 

 

 

 

 

Tabel 3.4.  
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Perbandingan Target [T] dan Realisasi [R] Sasaran Strategis Tahun 2020 (%) 

 

No Sasaran Strategis Indikator 2020 

Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan tenaga 

kerja formal dan 

informal 

96,60 % 95,67 % 99,04 

2 Menurunnya Perselisihan 

HI demi Iklim 

Ketenagakerjaan yang 

Harmonis 

Persentase 

penurunan angka 

perselisihan atau 

kasus Hubungan 

Industrial yang 

didaftarkan 

85,00 % 101,7% 118,91 

 

Dari tabel 3.4 di atas, sasaran strategis 1 (satu) Meningkatnya Kesempatan Kerja 

Masyarakat tidak dapat mencapai target yaitu hanya mencapai 99,04 % hal ini disebabkan 

pandemi covid-19 yang berakibat pada turunnya penyerapan tenaga kerja formal dan informal. 

Pada sasaran strategis 2 (dua) Menurunnya Perselisihan HI demi Iklim Ketenagakerjaan 

yang Harmonis, mengalami peningkatan kasus sebanyak 118,91 persen dari target 85 

persen. Hal ini disebabkan meningkatnya PHK, pekerja yang dirumahkan akbiat pandemi 

covid-19.  

Tidak tercapainya capaian kinerja sasaran satu yang sebesar 99,04 persen, tentunya 

berimbas pada peningkatan pengangguran terbuka secara langsung. Penyerapan tenaga kerja 

formal, berdasarkan data dari BPS menunjukkan jumlah sebesar 683,520 orang. Sedangkan 

dari sector informal dapat menyerap tenaga kerja lokal di NTB sebesar 1.890.000 orang. 

 

Grafik 3.2 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2020 

 
 

683,520 

1,890,000 

Penyerapan Tenaga Kerja Formal Penyerapan Tenaga Kerja Informal
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Dari sasaran yang kedua, terlihat terjadi lonjakan kasus hubungan industrial yang 

didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTB pada tahun 2020. 

Dimana jumlah kasus meningkat dari 59 kasus pada tahun 2019 menjadi 60 kasus pada 

tahun 2020. Hal ini merupakan imbas dari lesunya perekonomian akibat pandemic Covid-19 

dimana banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga terpaksa 

mengurangi jumlah karyawan bahkan mem-PHK pekerjanya. Berikut daftar pekerja 

terdampak akibat Covid-19: 

Tabel 3.5.  

Data Pekerja yang terdampak Covid-19 pada tahun 2020 

 

Terdampak Covid-19 (Orang) 

No Pengurangan 

Jam Kerja 
Pengangguran Bukan 

Angkatan 

Kerja 

(BAK) 

Sementara 

Tidak 

Bekerja 

Penduduk Usia 

Kerja (Total 

Terdampak) 

455,560 378,850 28,390 12,660 35,660 455,560 

 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas terlihat bahwa total penduduk usia kerja yang terdampak 

covid-19 sangat signifikan mencapai 455.560 orang di NTB. Dimana pandemic ini 

menyumbang pengangguran terbuka sejumlah 28.390 orang. Adapun akibat dari 

produktivitas yang terus menurun mengakibatkan terjadinya pengurangan jam kerja ke 

hamper 400.000 pekerja dan bahkan untuk sementara 35.660 pekerja terpaksa tidak bekerja 

untuk sementara waktu. Sehingga menjadi wajar jika jumlah kasus Hubungan Industrial 

meningkat, yang berdampak langsung pada capaian ssaran strategis 2 (dua). 

 

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan 2020 

Untuk mengetahui peningkatan kinerja program dan kegiatan yang mendukung 

pencapaian sasaran maka dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :  

Tabel 3.6.  

Perbandingan Target [T] dan Realisasi [R] Sasaran Strategis Tahun 2019-2020 (%) 

 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator 

2019 2020 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

tenaga kerja 

formal dan 

informal 

96,58 96,58 100 96,60 

% 

95,67 % 99,04 

2 Menurunnya Persentase 90,00 90,00 100 85,00 101,7% 118,91 
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No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator 

2019 2020 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Perselisihan 

HI demi Iklim 

Ketenagakerja

an yang 

Harmonis 

penurunan 

angka 

perselisihan 

atau kasus 

Hubungan 

Industrial 

yang 

didaftarkan 

% 

 

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran satu 

mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,91 point disebabkan karena 

adanya pandemi covid-19 sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau di PHK, 

sementara untuk sasaran dua mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 

11,7 point karena banyaknya kasus yang masuk yang diselesaikan oleh Disnakertrans 

Provinsi NTB.  

 

C. Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra OPD 

Berdasrkan revisi renstra Disnakertrans 2019-2023, terdapat dua sasaran strategis yaitu 

Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dan Menurunnya Perselisihan HI demi Iklim 

Ketenagakerjaan yang Harmonis. Dari tabel di bawah capaian pada sasaran 1 (satu) tidak 

dapat mencapai target sebesar 99,04 persen, hal ini disebabkan karena adanya pandemi 

covid-19 dan refocusing anggaran. 

Pada sasaran 2 (dua), capaian mengalami peningkatan sebesar 118,91 persen dari 

target renstra hal ini menyebabkan  meningkatnya angka perselisihan atau kasus Hubungan 

Industrial yang didaftarkan. 

Tabel 3.7. 

Perbandingan Target [T] dan Realisasi [R] Sasaran Strategis Renstra ODP Tahun 

2020 (%) 

No Sasaran Strategis Indikator 

Target 

Renstra 

2020 (%) 

Realisasi s.d 

Tahun 2020 

(%) 

Capaian 

(%) 

1 Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

Masyarakat 

Persentase penyerapan 

tenaga kerja formal dan 

informal 

96,60 % 95,67 % 99,04 

2 Menurunnya 

Perselisihan HI demi 

Iklim Ketenagakerjaan 

yang Harmonis 

Persentase penurunan 

angka perselisihan atau 

kasus Hubungan 

Industrial yang 

didaftarkan 

85,00 % 101,7% 118,91 
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D. Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dengan RPJMN 

Pada tahun 2020 pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 

sebesasar 5 persen, kemudian untuk penyerapan tenaga kerja formal dan informal sebesar 95 

persen untuk tingkat nasional. Sesuai dengan tabel 3.8 di bawah, Disnakertrans Prov. NTB 

memiliki 2 sasaran stargis yang mendukung peenurunan TPT. 

Untuk sasaran strategis 1 (satu) yaitu Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat 

capaian daerah melebihi dari target nasional sebesar 104,02. Sementara untuk sasaran 

strategis 2 (dua) tidak ada target nasional. 

Tabel 3.8. 

Perbandingan Target [T] dan Realiasasi [R] Sasaran Strategis Daerah Dengan 

Nasional Tahun 2020 (%) 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Nasional Daerah Capaian 

(%) Target Realisasi Target Realisasi 

1 Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

tenaga kerja 

formal dan 

informal 

95,00 92,93 96,60 % 95,67 % 104,02 

2 Menurunnya 

Perselisihan HI 

demi Iklim 

Ketenagakerjaan 

yang Harmonis 

Persentase 

penurunan 

angka 

perselisihan 

atau kasus 

Hubungan 

Industrial yang 

didaftarkan 

0 0 85,00 % 101,7% 118,91 

 

E. Analisa Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan 

Berdasarkan kinerja kegiatan pada setiap program yang mendukung sasaran organisasi 

tahun 2020, maka dapat dilihat perbandingan target dan realisasinya sebagai berikut : 

Tabel 3.9. 

Perbandingan Target - Realisasi Kinerja Program Tahun 2020 

No Sasaran Indikator T[%] R[%] Program 

1 Meningkatnya 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

Besaran pencari 

kerja yang terdaftar 

yang ditempatkan 

91 33 Program Perluasan 

dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja 

2 Meningkatnya Besaran tenaga 86 26 Program 
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No Sasaran Indikator T[%] R[%] Program 

Kualitas Dan 

Produktifitas 

Tenaga Kerja 

Dan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

kerja yang 

mendapatkan 

pelatihan berbasis 

kompetensi 

Peningkatan 

Kualitas Dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

[Bidang Lattas] 

3 Meningkatnya 

Penempatan 

Transmigrasi 

Cakupan 

Penempatan 

Transmigrasi 

85 0 Penempatan dan 

Pengembangan 

Wilayah 

Transmigrasi 

[Bidang 

Ketransmigrasian] 

4 Meningkatnya 

Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

Besaran sengketa 

pengusaha pekerja  

72 74 Program 

Perlindungan Dan 

Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan 

[Bidang HI] 

5 Meningkatnya 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Besaran 

Pemeriksaan 

Perusahaan 

100 100 Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

[Bidang Wasnaker] 

 

Dari tabel 3.9 di atas, kurang maksimalnya pencapaian sasaran yang diraih oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dikarenakan beberapa factor diantaranya: 

1.  Terjadinya pandemic Covid-19 mengakibatkan lesunya ekonomi nasional yang 

menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan dan UMKM yang gulung tikar. 

2.  Provinsi NTB yang mengandalkan sector pariwisata sebagai penyumbang 

penyerapan tenaga kerja tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat dari 

pandemic Covid-19 dan kurangnya kunjungan wisatawan. 

3.  Refocusing dan realokasi anggaran yang signifikan mengakibatkan beberapa 

kegiatan tidak dapat dijalankan sehingga target sasaran program tidak tercapai. 

 

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pada tahun 2020, program/kegiatan di Disnakertrans yaitu Program Perluasan dan 

Pengembangan Kesempatan Kerja Kegiatan Penanganan Pekerja Migran Indonesia 

Bermasalah, terdapat honorarium Tim-Satuan-Tugas Pencegahan PMI non prosedural tetapi 

pada tahun 2021 kegiatan tersebut tidak dianggarkan karena adanya refocusing anggaran 

tetapi kegiatan ini tetap dilaksanakan, dan tetap berjalan dengan baik walaupun terdapat 

resiko yang cukup tinggi karena para pekerja migran tersebut bisa jadi terpapar covid-19 

namun Tim Satuan-Tugas tetap melaksanakan tugas dengan tetap mentaati protokol 
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kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk 

mencegah penularan covid-19. 

Tim-Satuan-Tugas Pencegahan PMI non prosedural berjaga di Asrama Haji bersama 

dengan Polisi, Pol PP. Dinas Kesehatan, Disnakertrans Kab/Kota dan disnakertrans Provinsi 

menyambut kedatangan TKI yang dipulangkan dari Malaysia kemudian para TKI tersebut di 

rapid tes terlebih dahulu untuk kemudian dikarantina selama 3 hari di asrama haji sebelum 

dikembalikan ke rumahnya masing-masing. 

Dampak dari pendemi covid-19 di sektor ketenagakerjaan adalah terjadinya PHK 

Pekerja, pekerja yang dirumahkan, perusahaan yang tutup/ tidak beroperasi, meningkatnya 

kasus perselisihan hubungan industrial. 

Dalam rangka menangani hal tersebut, Disnakertrans mempunyai program 

Pengawasan ketenagakerjaan dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan. Pada tabel di bawah, dapat dilihat anggaran program tersebut mengalami 

pemotongan namun realisasi tetap 100 persen sesuai dengan target awal (sebelum 

pemotongan). 

Berikut perbandingan anggaran atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 

2020 dan 2021. 

Tabel 3.10 

Perbandingan Anggaran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 dan 2021 

 

No Program Kegiatan 

Satuan Anggaran (Rp) Realisasi 

anggaran 

(Rp) 

Sat. Ket. 

Sebelum Menjadi Sebelum Menjadi 

1 Perluasan dan 

Pengembangan 

Kesempatan 

Kerja 

Penanganan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Bermasalah 

12 

orang/bulan 

- 92.400.000 - - - Anggaran 

untuk honor 

tim di tahun 

2021 tidak 

ada 

2 Pengawasan 

ketenagakerjaan 

Pengawasan 

norma 

ketenagakerjaan 

di perusahaan 

5 

perusahaan 

5 

perusahaan 

            

45.000.000  

              

5.000.000  

            

4.980.000  

5 

perusahaan 

Pemotongan 

anggaran 

tahun 2020 

  Pengawasan 

norma K3 di 

perusahaan 

5 

perusahaan 

5 

perusahaan 

            

40.000.000  

              

5.000.000  

            

5.000.000  

5 

perusahaan 

Pemotongan 

anggaran 

tahun 2020 

  Temu teknis 

konsultasi 

penegakan 

hukum 

10 

perusahaan 

10 

perusahaan 

            

50.000.000  

            

24.980.000  

          

24.900.000  

 

10 

perusahaan 

Pemotongan 

anggaran 

tahun 2020 

3 Program 

Perlindungan dan 

Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Peningkatan 

Efektifitas 

Lembaga Kerja 

Sama (LKS) 

Tripartit 

11 lembaga 11 lembaga 32.940.000 24.209.800 22.859.800 11 lembaga Pemotongan 

anggaran 

tahun 2020 
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  Pengembangan 

sistem 

pengupahan 

daerah 

10 kab/ kota 10 kab/ 

kota 

64.449.150 52.400.000 51.880.000 10 kab/ 

kota 

Pemotongan 

anggaran 

tahun 2020 

  Pembinaan 

Hubungan 

Industrial dan 

Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja di 

perusahaan   

10 kab/kota 10 kab/kota 44.940.000 20.000.000 20.000.000 10 kab/kota Pemotongan 

anggaran 

tahun 2020 

 

 

G. Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Pada tahun 2020, secara sebagain besar program/ kegiatan disnakertrans tidak 

mencapai terget. Dalam mencapai sasaran strategis, Disnakertrans memiliki 5 program 

strategis.  

Pencapaian sasaran program di atas didukung pula oleh kinerja organisasi yang 

merupakan indikator dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja.           

Sasaran, program dan indikator kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada uraian         

berikut : 

Tabel 3.11. 

Target dan Realisasi Program Prioritas Tahun 2020 

 

Sasaran 1. 

Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat 

 

Indikator Sasaran 1  Satuan Target Realisasi % Eselon 

Penyerapan Tenaga Kerja Formal 

dan Informal 

% 96,60 95,67 99,04 II 

Program 1  

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja [Bidang Penempatan] 

 

Indikator Program 1 Satuan Target Realisasi % Eselon 

Besaran Pencari Kerja yang 

Terdaftar yang ditempatkan 

% 91 33 36,26 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Terlaksananya Penanganan 

PMI Bermasalah 

Orang 2.000 1.278 63,90 IV 

2 Terlaksananya Layanan 

Terpadu Satu Pintu (LTSP) 

Orang 24.000 6.585 27,44 

3 Terlaksananya Pelayanan 

Perizinan Tenaga Kerja 

Asing 

Orang 50 58 116 

4 Terlaksananya kegiatan 

Informasi Pasar Kerja (job 

fair) 

Orang 0 0 0 
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5 Terlaksananya 

Pemberdayaan Tenaga 

Kerja Mandiri 

Orang 0 0 0 

Program 2.  

Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja [Bidang Lattas] 

 

No Indikator Program 2 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Besaran Tenaga Kerja yang 

Mendapatkan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi 

% 86 26 30,22 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 Terlaksananya Akreditasi 

Lembaga Pelatihan 

(KALPK) 

LPK 45 45 100,00 IV 

2 Terlaksananya 

Pemberdayaan Lembaga 

Pelatihan 

Lembaga 50 35 70,00 

3 Terlaksananya Peningkatan 

Kapasitas Calon Tenaga 

Kerja ke Luar Negeri 

Orang 30 0 0,00 

4 Identifikasi Kebutuhan 

Pelatihan 

dokumen 1 1 100 

5 Terlaksananya Monitoring 

dan Evaluasi Peningkatan 

Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja [BLK] 

Orang 150 5 3,33  

  

Program 3. 

Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi 

 

No Indikator Program 3 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Cakupan Penempatan 

Transmigrasi 

% 85 0 0 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 Terlaksananya Optimalisasi 

Pertanahan Transmigrasi 

SKHPL dan Izin Prinsip 

Pelepasan Kawasan Hutan 

(IPPKH) 

Dokumen 1 1 1 IV 

2 Terlaksananya Penyusunan 

Naskah Kerjasama Antar 

Daerah (KSAD) dan 

Pemindahan Catrans 

Dokumen 4 2 50 

3 Terlaksananya Bimtek 

Kewirausahaan 

Orang 60 0 0 

  

Sasaran 2. 

Menurunnya Perselisihan HI demi Iklim Ketenagakerjaan yang Harmonis 

 

No Indikator Sasaran 2 Satuan Target Realisasi % Eselon 
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1 Persentase penurunan angka 

perselisihan atau kasus 

Hubungan Industrial yang 

didaftarkan 

% 85 101,7 118,91 II 

Program 4. 

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

[Bidang HI]  

 

No Indikator Program 4 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Besaran sengketa pengusaha 

pekerja  
% 72 74 102,78 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 Terlaksananya 

Pengembangan 

Kelembagaan Kerjasama 

(LKS) Tripartit pada 

Perusahaan 

Lembaga 11 11 100 IV 

2 Terlaksananya 

Pengembangan Sistem 

Pengupahan Daerah 

UMP/ 

UMK 

10 10 100 

3 Terlaksananya Pembinaan 

Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja di Perusahaan 

Perusahaa

n 

10 5 50 

4 Terlaksananya Pembinaan 

Lingkungan Sosial dan 

Pengujian Kesehatan Kerja 

[BPKPL] 

Perusahaa

n 

22 22 100 

Program 4 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

 

No Indikator Program 5 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Besaran Pemeriksaan 

Perusahaan 

 

 

% 100 100 100 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 Terlaksananya advokasi 

peningkatan pemahaman 

peraturan perundang-

undangan 

Perusahaa

n 

10 10 100 IV 

2 Terlaksananya Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Ketenagakerjaan di Tempat 

Kerja 

Perusahaa

n 

20 15 75 

3 Terlaksananya Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) di Perusahaan 

Perusahaa

n 

15 15 100 
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4 Terlaksananya Temu Teknis 

Konsultasi Penegakan 

Hukum 

Perusahaa

n 

10 10 100 

5 Terlaksananya Pendataan 

Obyek Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di 

Perusahaan [BPKPL] 

Perusahaa

n 

22 10 45,45  

6 Terlaksananya Pengawasan 

dan Pemeriksaan Norma 

Kerja di Perusahaan 

[BPKPL] 

Perusahaa

n 

10 8 80 

7 Terlaksananya Penanganan 

Kasus Ketenagakerjaan 

Kasus 8 8 100 

8 Terlaksananya Monitoring 

dan Evaluasi Pelaksanaan 

Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan [BPKPL] 

OT 10 8 80 

 

9 

Terlaksananya Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) [BPKPS] 

Perusahaa

n 

20 20 100  

10 Terlaksananya Pengawasan 

Pelaksanaan Norma Kerja di 

Perusahaan Pulau Sumbawa 

[BPKPS] 

Perusahaa

n 

20 20 100 

12 Terlaksananya Penyidikan 

Tindak Pidana 

Ketenagakerjaan [BPKPS] 

Kasus 1 1 100  

13 Terlaksananya Monitoring 

dan Evaluasi Pelaksanaan 

Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan [BPKPS] 

OT 4 4 100 

 

Dari tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan sebagai beikut : 

1. Program dengan capain program melebihi target yaitu program perlindungan dan 

pengembangan lembaga ketenagakerjaan (target 72 persen, realisasi 74 persen), hal ini 

di sebabkan karena meningktanya jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan 

akibat PHK dan pekerja yang dirumahkan 

2. program pengawasan ketenagakerjaan mencapai target 100 persen dari terget 

perusahaan yang diperiksa sebanyak 127 perusahaan. 

3. Program dengan capaian dibawah 50 persen yaitu program perluasan dan 

pengembangan kesempatan kerja (target 91 persen, ralisasi 33 persen), program 
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peningkatan kulitas dan produktivitas tenaga kerja (target 86 persen, ralisasi 26 

persen). Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 

sehingga target tidak tercapai. 

4. Program dengan capaian 0 persen (tidak tercapai) yaitu program penempatan dan 

pengembangan wilayah transmigrasi dengan target 85 persen realisasi 0 persen. Hal ini 

disebabkan karena tidak terlaksanya penempatan transmiran 

 

3.2. Realisasi Anggaran 

3.2.1. APBD Provinsi 

Pada tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memperoleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan 

Anggaran Perubahan sebesar Rp. 20.194.281.032,- dengan rincian sebagai berikut : 

 Belanja Tidak Langsung Rp.14.935.503.350,- realisasi keuangannya                                

Rp. 14.115.277.087,- (94,51 %) dan realisasi fisiknya 94,51 %. Terdapat sisa anggaran 

Rp.820.226.263,- yang dikembalikan ke kas daerah. 

 Belanja Langsung Rp.5.258.777.682,- realisasi keuangannya Rp. 5.143.838.170,- 

(97,81%) dan realisasi fisiknya  99,81 % yang dimanfaatkan dalam rangka mendukung 

berbagai program dan kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

Terdapat sisa anggaran Rp. 114.939.512,- yang dikembalikan ke kas daerah. 
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Tabel 3.12. 

 Realisasi Anggaran Tahun 2020 

 

No. Sasaran Indikator Program 
Kinerja Anggaran (Rp) 

% 
Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi 

A. Meningka

tnya 

kesempata

n kerja 

masyarak

at 

Persentase 

Besaran 

Penyerapa

n tenaga 

kerja 

formal 

dan 

informal 

 96,60 

 

95,67 99,04 973.882.221 963.484.521 98,93 

A.1   Program 
Perluasan dan 

Pengembanga

n Kesempatan 

Kerja  

91,00 33,00 36,26 814.354.106 814.150.606 

 

99,98 

 

A.2   Program 
Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja  

86 25,99 30,22 121.977.915 111.972.915 91,80 

 

A.3   Program 

Penempatan 

dan 

Pengembanga

n Wilayah 

Transmigrasi  

 

85 0 0,00 37.550.200 37.361.000 99,50 

B Menjaga 

Hubungan 

Industrial 

dan iklim 

ketenagak

erjaan 

yang 

harmonis 

Persentase 

Besaran 

Penuruna

n angka 

perselisiha

n HI 

antara 

pekerja 

dengan 

pemberi 

kerja 

 

 85,00 101,07 118,91 362.999.227 359.566.064 99,05 

B.1   Program 
Perlindungan 

dan 

pengembanga

n  lembaga 

ketenagakerjaa

n 

72 74 102,78 175.054.550 173.037.061 98,85 

B.2   Program 
Pengawasan 

Ketenagakerja

an  

 

100 100 99,99 187.944.677 186.529.003 99,25 
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BAB IV 

P E N U T U P 
 

 

Secara umum, program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di Provinsi Nusa Tenggaran Barat tahun 2020 dapat dikatakan telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun ada beberapa target kinerja yang 

tidak dapat terpenuhi seperti penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal yang 

realisasinya dibawah target, sedangkan angka perselisihan HI antara pekerja dengan pemberi 

kerja mengalami peningkatan jumlah kasus hubungan industrial. Hal ini dapat dimaklumi 

dan bahkan dapat dikatakan bahwa pencapaian realisasi tersebut cukup baik mengingat 

situasi pandemi Covid-19 dan bencana alam yang terjadi. Disamping itu pada perubahan 

anggaran tahun 2020, anggaran operasional yang semula Rp.8.936.983.000,- dipangkas 

menjadi hanya Rp.5.143.838.170,-. Akibatnya, banyak target-target sasaran yang semula 

telah direncanakan tidak dapat terealisasi bahkan dihapuskan. Dengan pencapaian realisasi 

saat ini menunjukan bahwa dengan segala keterbatasannya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dapat terus berbuat yang terbaik untuk tetap memajukan sector 

ketenagakerjaan dengan kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kedinasan yang 

bersifat lintas sektor dan lintas provinsi / daerah yang baik.  

Pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui 

berbagai program dan kegiatan tahun 2020 merupakan hasil interaksi berbagai unsur yaitu 

kerjasama antar instansi dan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan 

teknis, inisiatif, semangat dan kehandalan. 

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di masa depan yang lebih baik diperlukan adanya penambahan anggaran 

untuk melaksanakan program kegiatan sehingga semua kegiatan dapat direalisasikan dan 

tepat sasaran. Selain itu diperlukan pemimpin sekaligus manajer yang memiliki semangat 

keteladanan nyata yang konstruktif dan kolaboratif sehingga melalui program dan sasaran 

yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB diharapkan 

dapat mewujudkan tenaga kerja dan transmigran di Nusa Tenggara Barat yang produktif dan 

sejahtera. 

 


